SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 658.1/Kep.1843-DLH/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA SAMPAH

Menimbang

KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa telah terjadi bencana kebakaran di Tempat
Pengolahan Kompos Sarimukti yang merupakan
tempat pembuangan akhir sampah dari Kota
Bandung dan berpengaruh terhadap pengelolaan
sampah serta menimbulkan penumpukan sampah di
Kota Bandung;

b. bahwa terkait bencana kebakaran di TPK Sarimukti
telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status
Darurat Sampah Bandung Raya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga
merupakan pengeluaran anggaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
keadaan darurat yang antara lain adalah bencana
non alam;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat
untuk bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



Mengingat

e.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah
Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);



4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung

Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah

Kota Bandung.

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 28 Agustus

2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023.
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KETIGA :  Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan
Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran
2023,

KEEMPAT :  Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
AERAH KOTA BANDUNG,

N Pendis T

NIP. 19760604 200604 1 002



